ABSTRAK

Proses pembuktian pada kasus cybercrime pada dasarnya tidak berbeda
dengan pembuktian pada kasus pidana pada umumnya, tetapi dalam kasus
cybercrime ada beberapa hal yang bersifat elektronik yang menjadi hal utama.
Kesulitan mendasar penggunaan bukti elektronik dalam proses pembuktian tindak
pidana cybercrime, yaitu tidak adanya patokan atau dasar penggunaan bukti
elektronik di dalam perundang-undangan Kita, belum ada hukum positif Indonesia
yang mengatur secara detail, komprehensif serta seragam mengenai keabsahan
alat bukti elektronik yang dijamin keutuhannya, sehingga menyebabkan di dalam
proses persidangan terjadi perbedaan pendapat mengenai terjaminnya keutuhan
alat bukti elektronik tersebut. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu
mengenai bagaimana menentukan keabsahan alat bukti elektronik  dalam
pembuktian tindak pidana cybercrime dan bagaimana penerapan penggunaan alat
bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana cybercrime.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analitis, sedangkan
pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara serta analisis data secara
deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh dengan membandingkan antara
teori yang berlaku dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian menunjukan bahwa keabsahan alat bukti elektronik dapat
terpenuhi dengan adanya syarat formil dan materil. Persyaratan materiil adalah
persyaratan untuk menjamin keutuhan data (intergrity), ketersediaan
(availability), keamanan (security), keotentikan (authenticity) dan keteraksesaan
alat bukti elektronik dalam proses penyidikan, penuntutan, dan penyampaianya di
sidang pengadilan. Sedangkan persyartan formil adalah persyaratan dengan
menggunakan surat penetapan, penggeledahan, penyitaan alat bukti elektronik
dari pengadilan. Penerapan penggunaan dari alat bukti elektronik adalah dengan
cara memproses bukti elektronik dalam bentuk elektronik dari sistem elektronik
menjadi output yang dicetak kedalam media kertas, yakni diubah perwujudannya
dalam bentuk hardcopy, tanpa adanya modifikasi. Lalu untuk disampaikan
validitasnya di hadapan pengadilan dengan menggunakan keterangan ahli untuk
menjelaskan proses serta hasil dari alat bukti elektronik.

Dalam keabsahan alat bukti elektronik tersebut dibutuhkan pengaturan
khusus mengenai syarat sahnya alat bukti elektronik agar tidak terjadi perbedaan
penafsiran tentang keabsahan alat bukti elektronik yang berpengaruh terhadap
pembuktian dan perlunya dilakukan pendidikan atau pelatihan tambahan bagi
aparat penegak hukum dalam hal mengenai digital investigation dan
penanggulangan tindak pidana cybercrime.
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